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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis objektivitas 

pemberitaan Kompas.id terkait hak cuti melahirkan enam bulan bagi pekerja 

perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 

tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Penelitian menggunakan metode 

kualitatif dengan pendekatan analisis framing untuk mengungkap 

bagaimana media menyusun narasi dan sudut pandang terhadap isu 

tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompas.id menyajikan 

pemberitaan secara objektif dan komprehensif, tidak hanya menyoroti sisi 

positif dari pengesahan undang-undang, tetapi juga menampilkan 

kekhawatiran dari pihak perusahaan dan tantangan implementasinya. 

Kompas.id berhasil menggambarkan dinamika sosial-ekonomi yang muncul, 

termasuk potensi diskriminasi terhadap pekerja perempuan hamil, serta 

tekanan ekonomi yang dirasakan perusahaan. Dengan menyajikan berbagai 

sudut pandang, Kompas.id menunjukkan peran media massa sebagai saluran 

informasi yang netral dan reflektif terhadap realitas sosial. Dengan adanya 

pemberitaan dari Kompas.id, juga sudah memberi ruang bagi para 

perempuan. Ruang yang dimaksud yakni tidak hanya berfokus pada 

peraturan Undang Undang, melainkan juga mengangkat dari sisi perusahaan 

seperti kebijakan, regulasi, serta penanggung jawaban hak tersebut. 

Penelitian ini menegaskan pentingnya pemberitaan yang berimbang dalam 

isu ketenagakerjaan dan hak perempuan. 

Kata Kunci: Cuti Melahirkan, Hak Karyawan, Kompas.id 
 

 

Pendahuluan 

Manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang 

melekat dan menjamin derajatnya sebagai seorang Manusia. Hak sudah diperoleh sejak 

lahir sebagai manusia yang merupakan suatu karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha 

Esa dan bukan dari siapapun. Hak bahkan sudah diatur oleh Negara, di dalam Undang 

Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kesimpulannya, Hak adalah 

sesuatu yang secara tidak langsung dimiliki oleh setiap pribadi individu. Hak seseorang 

juga sudah ada sejak ia dilahirkan ke dunia. 

mailto:irfan.adityahrp@gmail.com
http://creativecommons.org/licenses/by/
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Hak juga dibagi ke dalam beberapa jenis: 

1. Hak Absolut: Hak absolut merupakan hak yang bersifat mutlak, tanpa pengecualian 

dan berlaku bagi semua orang di mana saja. Hak ini tidak dapat dipengaruhi oleh 

situasi, keadaan, atau alasan tertentu 

2. Hak Individual dan Hak Sosial: Hak individual merupakan hak yang dimiliki setiap 

orang sebagai individu terhadap negara, seperti hak untuk beragama dan 

menyampaikan pendapat. 

3. Hak Legal dan Hak Moral: Hak legal merupakan Hak yang diakui dan dilindungi oleh 

hukum, sedangkan hak moral merupakan hak yang didasarkan pada prinsip-prinsip 

etika atau moral. 

4. Hak Positif dan Hak Negatif: Hak positif mengharuskan pihak lain untuk melakukan 

suatu hal demi pemenuhan hak pribadi individu, seperti hak atas menempuh 

pendidikan. Sedangkan hak negatif adalah memberikan kebebasan kepada setiap 

individu untuk memiliki dan bertindak untuk melakukan sesuatu tanpa intervensi dari 

pihak lain, seperti hak untuk menyampaikan pendapatnya. 

5. Hak Khusus & Hak Umum: Hak khusus adalah hak yang timbul dari suatu hubungan 

atau peran tertentu, seperti hak dalam perjanjian atau hak sebagai karyawan. 

Sebaliknya, hak umum adalah hak yang dimiliki oleh semua manusia tanpa terkecuali. 

Contohnya dari Hak ini adalah hak asasi manusia (HAM) (Tempo, 2024). 

Menyangkut Pekerjaan, perusahaan dan pekerja memiliki hak dan kewajiban 

masing-masing yang menjadi tanggung jawab mereka. Undang Undang No. 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan di Indonesia, mengatur berbagai aspek hubungan kerja, 

hak hak pekerja bahkan kewajiban pengusaha. Undang Undang ini juga menjadi dasar 

hukum utama dalam mengatur ketenagakerjaan di Indonesia. 

Undang Undang Ketenagakerjaan juga membuat beberapa poin penting di 

dalamnya, seperti Hak Pekerja, Waktu Kerja, Cuti, Upah atau Gaji, perlindungan, sampai 

pemberhentian. 

Di dalam dunia kerja, biasanya Perempuan dianggap lebih rentan daripada Laki- 

laki, sehingga, Perempuan perlu dilindungi dengan payung hukum. Payung hukum ini 

diperlukan untuk menjaga hak khusus Wanita, terutama hak reproduksinya. “Hak 

reproduksi merupakan hak khusus terkait fungsi reproduksi yang melekat pada diri 

wanita, dimana hak khusus ini masih sering diabaikan. Untuk melindungi hak khusus 

tersebut maka dibentuk peraturan yang mengatur pelanggaran kerja untuk pekerja 

perempuan di malam hari, pelanggaran melakukan pekerjaan yang mengancam 

kesehatan moral perempuan atau melanggar hak reproduksinya (ketentuan mengenai 

menstruasi, maternitas, cuti hamil atau keguguran), dikarenakan wanita yang sedang 

hamil rentan kesehatannya dan berhak mendapat perlindungan” (Hidayat, 2022). 
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Di Undang Undang juga sudah terdapat perlindungan khusus terhadap 

perempuan dalam hal reproduksi, seperti Istirahat karena haid, kehamilan sampai 

keguguran juga merupakan contoh perlindungan khusus tersebut. 

Pemerintah juga berupaya menyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak, yang 

diharapkan upaya ini menjadi program yang terarah dan berkelanjutan, dengan tetap 

memperhatikan dan melakukan pendekatan siklus hidup oleh pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, dan masyarakat, agar memenuhi hak dan kebutuhan dasar Ibu dan 

Anak. Dan pada tanggal 2 Juli 2024, Presiden Indonesia ketika itu, Joko Widodo, meneken 

Undang Undang No 4 Tahun 2024 tentang Kesehjateraan Ibu dan Anak (KIA) pada Fase 

Seribu Hari Pertama Kehidupan, Sehingga pekerja Perempuan berhak cuti melahirkan 

sampai 6 bulan. 

Banyak media yang mengangkat isu ini, baik media cetak sampai media elektronik. 

Salah satu media massa yang intensif memberitakan isu ini adalah Kompas.id. Kompas.id 

tak hanya menyampaikan soal disahkannya Undang Undang, Kompas.id juga mengangkat 

dari sudut pandang pekerja yang nyatanya masih banyak yang belum mendapatkan hak 

cuti nya walau sudah menjalan kewajibannya sebagai pekerja. Salah satu artikelnya yaitu 

“Perempuan Pekerja Berhak Cuti Melahirkan sampai 6 Bulan, Bisakah Terwujud?”. 

 

 
Gambar 1. Article Kompas dengan judul “Perempuan Pekerja Berhak Cuti Melahirkan sampai 6 Bulan, 

Bisakah Terwujud?” 

Dalam pemberitaan mengenai disahkan nya Undang Undang Perempuan Pekerja 

Berhak Cuti Melahirkan, Kompas.id menyajikan salah satu sub judul yaitu “Kekhawatiran” 

yang menyoroti pandangan dari sisi Perusahaan jika mereka “mengeluarkan uang” untuk 

seseorang yang tidak sedang bekerja. Dalam segmentasi tersebut, Kompas.id mengangkat 

berita yang bersumber dari Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga. Hal ini 

menjadi menarik karena Kompas mengambil banyak sudut pandang terhadap Undang 

Undang yang baru saja disahkan. 

Dikutip dari Laporan goodstats.id yang baru saja dilakukan pada April 2025 dan 

bersumber pada Reuters Institute, Kompas menempati peringkat ke 2 dari 10 Portal Berita 

Online yang Paling Sering Digunakan di Indonesia 2024. 

Menurut survei yang diolah Reuters Institute, Detik.com menjadi kanal media massa 

digital yang paling sering digunakan oleh publik Indonesia dengan sebanyak 50% 

responden mengakses situs Detik.com setidaknya seminggu sekali. 

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2024
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Di peringkat kedua ada Kompas online dengan pengguna mingguan sebanyak 39% 

responden. Banyaknya jumlah pengunjung situs Kompas membuat media ini memiliki 

peran yang besar dalam menyampaikan informasi yang kredibel kepada masyarakat. 

Kompas.id sendiri berbeda dengan Kompas.com. Kompas. id merupakan media digital 

berbayar yang sudah bertransformasi dari Harian Kompas Cetak. Tulisan ini bertujuan 

untuk menganalisis berbagai sudut pandang dari Kompas.id ketika merilis artikel mengenai 

Hak Cuti Melahirkan bagi Perempuan. 

Metodologi 

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan 

analisis framing. Penelitian kualitatif memfokuskan perhatian pada proses, fenomena, dan 

otentisitas. Melalui metode ini, peneliti menggali pandangan atas sesuatu yang dialami 

dan dilakukan oleh individu ataupun kelompok dalam satu waktu kondisi. Penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan 

analisis. 

Proses penelitian kualitatif sendiri memerlukan pemahaman dan harus menguasai 

secara menyeluruh baik prosedur, teknik dalam langkah-langkah penelitian dan analisis 

data yang akan dilakukan. 

Menurut buku karangan Fiantika et al. (2022) yang berjudul Metodologi Penelitian 

Kualitatif, bahwa penelitian kualitatif merupakan “penelitian yang dimaksudkan untuk 

memahami fenomena tertentu. Fenomena ini dapat berupa sesuatu hal yang dialami oleh 

subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya yang 

secara holistik dideskripsikan dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan kondisi apa 

adanya. Data yang diperoleh tersebut diolah dengan menggunakan metode kualitatif, 

dengan analisis data bersifat induktif/kualitatif” (Fiantika et al, 2022). Hasil penelitian 

kualittatif ini lebih menekankan makna daripada generalisasi. 

Fokus dari penelitian ini untuk menyelami berbagai sudut pandang artikel yang 

dirilis oleh Kompas.id dalam pemberitaan mengenai disahakannya Undang Undang Hak 

Cuti Melahirkan untuk Wanita 

 

Hasil dan Pembahasan 

Pemberitaan yang dilakukan Kompas.id tentang Hak Cuti Melahirkan bagi 

perempuan menyajikan isu yang kompleks hingga memiliki dampak yang sangat luas, 

yang tidak hanya membahas tentang Individu, tetapi juga khalayak ramai. 

Dalam article “Perempuan Pekerja Berhak Cuti Melahirkan sampai 6 Bulan, 

Bisakah Terwujud?”, Kompas.id tidak hanya memandang dari satu sisi, terlihat dari sub 

judul yang membas tentang payung hukum yang melindungi aturan baru ini. 
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Gambar 2. Sub Judul Article Kompas dengan judul “Perempuan Pekerja Berhak Cuti Melahirkan 

sampai 6 Bulan, Bisakah Terwujud?” 

Adanya sub judul ini, membuat keyakinan bahwa aturan ini diberikan oleh negara 

dan harus diikuti oleh perusahaan. Adanya Perlindungan Hukum dalam aturan ini juga 

menegaskan bahwa perusahaan tidak seharusnya “membuat sulit” para pekerja wanita 

jika mereka ingin mengambil cuti melahirkan, apalagi sampai menghilangkan hak mereka. 
 

Gambar 3. Sub Judul Article Kompas dengan judul “Perempuan Pekerja Berhak Cuti Melahirkan sampai 6 

Bulan, Bisakah Terwujud?” 

 

Kutipan article tersebut diambil dari Dewan Pembina Yayasan Pemberdayaan 

Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), yang mengatakan bahwa sulit untuk 

merealisasikan aturan tersebut. Karena menurutnya, perusahaan akan “merasa rugi” jika 

harus membayar pekerja yang sedang cuti dalam kurun waktu yang cukup panjang. 

Penulisan yang dilakukan Kompas.id tersebut juga dapat memberikan sudut 

pandang baru, bahwa aturan yang membuat pekerja senang, juga tidak serta merta 
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membuat perusahaan juga ikut senang. Pertimbangan ekonomi yang sulit menjadi alasan 

perusahaan untuk tidak mempertahankan pekerja perempuan yang akan melahirkan. 

Hal ini men titik depan kan aspek kemungkinan lain yang dapat terjadi dengan 

memilih narasi dari berbagai sudut pandang. Kompas.id tidak hanya memposisikan 

sebagai pemerintah selaku yg memberikan angin segar, tapi juga dari sisi perusahaan 

yang merasa aturan ini cukup merugikan. Pendekatan yang dilakukan Kompas.id dapat 

membuat opini publik bahwa aturan ini tidak serta merta membuat lega para pekerja 

perempuan. 
 

 
Gambar 4. Sub Judul Article Kompas dengan judul “Perempuan Pekerja Berhak Cuti Melahirkan 

sampai 6 Bulan, Bisakah Terwujud? 

Kutipan di atas mampu membuat pembaca berpikir, bahwa aturan yang telah disah 

kan oleh negara juga masih menjadi pertimbangan yang berat bagi pihak lain, dimana dari 

sudut pandang perusahaan, hal itu akan mempengaruhi perekonomian mereka. 
 

Gambar 5. Screenshot kutipan dari akun X @xyliaxylio yang menyatakan bahwa ia dipaksa resign karena 

akan mengambil cuti melahirkan 
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Cuitan salah satu netizen yang sempat viral pada masanya, menyuarakan tindakan 

yang diterimanya, tidak sejalan dengan Undang Undang No 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Sang pemilik akun mengatakan bahwa awalnya ia ingin mengajukan 

cuti karena usia kandungannya sudah 7 bulan. Namun, hak cuti tersebut tampaknya 

dipersulit sang pimpinan, bukannya diizinkan, perusahaan meminta HRD menurunkan 

statusnya yang semula karyawan tetap menjadi freelance atau karyawan lepas, yang 

selang beberapa hari pada akhirnya Perusahaan tempat ia bekerja memecatnya. 

Salah satu kasus ini memperkuat article yang dirilis kompas.id tentang 

kemungkinan terburuk dari disahkan nya Undang Undang Cuti Melahirkan bagi 

Perempuan. Dimana perempuan yang mengambil cuti Melahirkan malah mendapat 

pemecatan dari perusahaan tempat nya bekerja. 

Akan tetapi, pemecatan dapat terjadi kepada pakerja perempuan dengan alasan 

tertentu. Dikutip dari article yang dirilis oleh worknest-com yang berjudul “Bisakah saya 

memberhentikan karyawan yang hamil atau ibu baru?”, memuat pandangan lain dari 

perdebatan Cuti bagi Ibu Melahirkan. 

 

Gambar 6. Kutipan article yang dirilis oleh worknest-com yang berjudul “Bisakah saya 

memberhentikan karyawan yang hamil atau ibu baru?” 

Kutipan ini juga sejalan dengan article yang dirilis kompas.id dari sisi perusahaan, 

yang dikatakan bahwa perusahaan akan mengalami dampak jika terus mempekerjakan 

perempuan hamil. 

Dalam pemberitaan ini, Kompas.id mampu menampilkan sudut pandang yang 

berbeda. Alih-alih hanya sekadar memberitakan informasi yang menyenangkan, Kompas.id 

juga mengangkat tanggapan nyata dari pihak perusahaan dan pihak perempuan selaku 

yang bersangkutan. 

Dengan demikian, Kompas.id tidak hanya media yang berfungsi menyampaikan 

informasi, namun ikut ambil andil sebagai pihak yang ikut mem framing pandangan dari 

berbagai arah, dari awalan, masalah, penyelesaian, sampai hal buruk yang terjadi. 

Penyajian yang dilakukan oleh Kompas.id mampu membuat pembaca menjadi 

objektif dalam menilai suatu hal yang bisa saja menjadi sasaran amarah dari 1 pihak. 

Penggunaan serta sususan kalimat membutikan bahwa Kompas.id masih menjadi salah 

satu pilihan media massa terbaik dalam menyajikan berita nya 
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Simpulan 

Rancangan Undang Undang mengenai Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 

1000 Hari Pertama Kehidupan diharapkan dapat berujung pada kebahagiaan masyarakat 

Indonesia. 

Bersama berbagai hal penting lainnya, salah satu elemen yang mendapat perhatian 

adalah hak setiap ibu yang bekerja untuk memperoleh cuti melahirkan. Saat menjalankan 

haknya, ibu harus tetap dilindungi oleh peraturan hukum. Ibu yang mengambil cuti tidak 

dapat diberhentikan dari pekerjaannya dan berhak menerima hak- haknya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Bahkan, jika ia 

diberhentikan dari pekerjaannya dan/atau tidak memperoleh hak-haknya, pemerintah 

pusat atau daerah akan memberikan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Tidak semua media mampu membuat pembacanya menjadi objektif dalam menilai 

sesuatu, terutama hal yang menyangkut hak seorang manusia. Namun di article ini, 

Kompas.id berhasil memberitakan pengesahan Undang Undang yang menyangkut 

khalayak ramai, tanpa adanya amarah dari pembaca. Kompas.id telah mencerminkan 

fungsi media massa yakni netral dalam penyebaran informasinya. 

Artikel ini menegaskan bahwa Kompas.id berhasil menyampaikan isu hak cuti 

melahirkan enam bulan secara objektif dengan pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya 

memaparkan keberhasilan pengesahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 tentang 

Kesejahteraan Ibu dan Anak, tetapi juga menyoroti tantangan implementasi dari sisi 

perusahaan dan potensi diskriminasi terhadap pekerja perempuan. Kontribusi utama 

penelitian ini terletak pada pengungkapan peran media sebagai aktor kunci dalam 

membentuk opini publik yang seimbang dan reflektif terhadap realitas sosial. Implikasi dari 

temuan ini menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada pemberi kerja dan 

penguatan perlindungan hukum agar hak cuti melahirkan benar-benar dapat diakses tanpa 

konsekuensi negatif bagi perempuan. Ke depan, penelitian ini membuka arah lanjutan 

untuk meneliti efektivitas implementasi kebijakan ini di lapangan serta peran media dalam 

pengawasan sosial terhadap pelaksanaan regulasi ketenagakerjaan berbasis gender. 
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